GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 50 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 44
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERIZINAN DI PROVINSI

Menimbang

Mengingat
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SULAWESI TENGGARA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat maka dipandang perlu adanya penyederhanaan
dalam persyaratan izin prinsip penanaman modal di daerah;
bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk
memberikan jaminan kepastian hukum terkait dengan
pelaksanaan perizinan maka Peraturan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Perizinan perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 44 Tahun
2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan di Provinsi
Sulawesi Tenggara.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun
1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2009
Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5068);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
S8, Tambahen Lemberan Negara Repulik Indonesie Momor
5679);

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5613);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesai Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
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Menetapkan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41

- /M.IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor S/M-

IND/Per/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha
Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawsan Industri (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;

15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 44 Tahun

2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan di Provinsi
Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 44
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERIZINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2015 Nomor 44) diubah sebagai
berikut :

Pada lampiran nomor urut 1 Bidang Penanaman Modal kolom 3
(tiga) persyaratan untuk nomor urut 6, 7 dan nomor urut 8
dihapus.
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Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

f Ditetapkan di Kendari
Pada al 29 -8 - 2016
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Ka-pxem /
chfam M;lmuovw, KARD Hurum
Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 24 - 8 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

LUKMAN ABUNAWAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR..22.



